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P U T U S A N

Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Bitg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkar pada

tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Magdalena Age binti Welem Age, tempat tanggal lahir Bitung, 10 Maret 1973,

umur  46  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Karyawati  PT. Target Jaya, tempat tinggal di  Lingkungan RT

005  (depan  Akademi  Maritim  Indonesia),  Kelurahan

Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari,  Kota Bitung,

sebagai Penggugat;

m e l a w a n 

Oslan Sugai bin Samrun Sugai, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Juli 1971,

umur  48  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Sopir,  tempat  tinggal  di  Dusun  II  Pilohantapa  (depan  SMP

Negeri  1  Batudaa),  Kelurahan  Pilobuhuta,  Kecamatan

Batudaa, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat  bukti

baik surat maupun saksi dipersidangan;

 DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam  surat  gugatannya  tertanggal  22  Oktober

2019  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bitung,  dengan

Nomor  204/Pdt.G/2019/PA.Bitg  tanggal  22  Oktober  2019  Penggugat  telah

mengajukan gugatan cerai  terhadap Tergugat  dengan uraian/alasan sebagai

berikut:

1

Disclaimer
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1. Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  telah melangsungkan perkawinan

pada tanggal 14 Mei 2015 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

(KUA)  Kecamatan  Aertembaga,  Kota  Bitung,  Propinsi  Sulawesi  Utara,

sebagaimana Duplikat  buku Nikah Nomor  92/08/V/2015,  tanggal  04 April

2016;

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

kediaman  bersama  di  Perumahan  Bougenvile,  Kelurahan  Girian  Permai,

selama 1 tahun lalu pindah di  Kelurahan Pilobuhuta, Kecamatan Batudaa,

Kota Gorontalo sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup

bersama  sebagaimana  layaknya  suami-istri  dan  telah dikaruniai  seorang

anak  yang  bernama  Ainaya  Fathiaturahma  Sugai,  perempuan,  Umur  3

tahun;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan

harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017 mulai terjadi perselisihan

dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan sebagai berikut:

 Tergugat suka main judi;

 Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;

 Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak selama 1 tahun;

 Tergugat suka berkata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat;

5. Bahwa  dalam  perselisihan  dan  pertengkaranTergugat  pernah  memaki,

berkata kasar, dan mengucapkan kata Talak kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat  dengan

Tergugat  terjadi  pada tanggal  bulan  Agustus  tahun  2019,  disebabkan

Tergugat  sering  berkata  kasar   dan  mengucapkan  talak  3  kepada

Penggugat,  yang  berakibat  Penggugat  tidak  mau  lagi  membina  rumah

tangga dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk  suatu  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah

sebagaimana  maksud  dan  tujuan  dari  suatu  perkawinan  tidak  dapat

terwujud,  sehingga perceraian  merupakan  jalan  terakhir  bagi  Penggugat

Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
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untuk  menyelesaikan  permasalahan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat;

8. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  perkara sesuai  ketentuan

yang berlaku;

Berdasarkan  dalil  dan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  maka  dengan  ini

Penggugat  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Bitung  cq.  Majelis

Hakim  untuk  dapat  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra  dari  Tergugat  (Oslan  Sugai  bin

Samrun Sugai) terhadap Penggugat (Magdalena Age binti Welem Age); 

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

persidangan  tanpa  alasan  yang  sah  dan  juga  tidak  menyuruh  wakil  atau

kuasanya  untuk  menghadap  di  persidangan  meskipun  kepadanya  telah  di

panggil  oleh  Jurusita  Pengganti  Pengadilan  Agama  Bitung  dengan  relaas

panggilan  nomor  204/Pdt.G/2019/PA.Bitg  tanggal  14  November  2019  dan

tanggal 10 Desember  2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka

tidak  dapat  dilakukan  prosedur  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Bitung

sebagaimana  ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  memberi  nasehat  kepada

Penggugat  agar  dapat  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dari  Tergugat,

akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
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Bahwa  kemudian  dibacakanlah  surat  gugatan  Penggugat  dan  atas

pertanyaan  Majelis  Hakim,  Penggugat   menyatakan  tetap  pada  gugatannya

tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat telah

mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/08/V/2015, tertanggal 04

Mei  April  2016 yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Aertembaga, Kota Bitung, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya,

dan diberi kode P.;

B. Bukti Saksi

1. Rosdiana Basri, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

tidak ada,  tempat tinggal  di  Lingkungan IV,  RT 003,  RW 004,  Kelurahan

Kakenturan  Dua, Kecamatan  Maesa,  Kota  Bitung,  telah  memberikan

keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal  Penggugat sebagai  adik kandung saksi  dan kenal

Tergugat sebagai adik ipar saksi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi

kemudian  Penggugat  dan  Tergugat  pindah  dan  tinggal  di  Perum

Bougenvil dan pernah tinggal di Gorontalo;

- Bahwa dari  pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai  1

(satu)  orang anak bernama  Ainaya Fathiaturahma Sugai ,  berumur  3

tahun;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

mulai bermasalah sejak tahun lalu;

- Bahwa  penyebab  dari  permasalahan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  adalah  berawal  dari  Penggugat  menelepon  saksi  sambil

menangis  nangis  dan  menceritakan  permasalahan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
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- Bahwa menurut informasi dari Penggugat bahwa Tergugat sering main

judi, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sudah tidak

menafkahi Penggugat dan anaknya;

- Bahwa mengenai  Tergugat  main  judi  saksi  tidak  pernah melihat,  dan

mengenai Tergugat sudah ada perempuan lain saksi hanya melihat dari

foto  yang dikirim Tergugat  kepada Penggugat  yang mana dalam foto

tersebut Tergugat sedang duduk berduaan dengan perempuan lain;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  mendengar  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar;

- Bahwa  Penggugat  sampai  jual  rumah  untuk  ikut  pindah  bersama

Tergugat ke Gorontalo;

- Bahwa sejak ada permasalahan keluarga Penggugat pernah menjemput

Penggugat di Gorontalo;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

berpisah  tempat  tinggal,  namun  saksi  tidak  mengetahui  pasti  sudah

berapa lama pisahnya;

- Bahwa sekarang Penggugat  tinggal di Mess Karyawan PT. Target Jaya

sedangkan Tergugat tinggal di Gorontalo;

- Bahwa  dari  pihak  keluarga  tidak  ada  upaya  untuk  merukunkan

Penggugat dan Tergugat;

2. Olivia Mariana Age, umur 31 tahun, agama Kristen Katolik,   pendidikan

SMA, pekerjaan pedagang pakaian,  tempat  tinggal  di  Lingkungan IV,  RT

004, RW 005, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota

Bitung,  telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpahnya,  yang  pada

pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi  kenal Penggugat sebagai kakak kandung saksi dan kenal

Tergugat sebagai kakak ipar saksi;

- Bahwa setelah menikah setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di

Perum Bougenvil, kemudian pindah ke rumah orang tua Pengggugat dan

pernah tinggal di Gorontalo;

Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
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- Bahwa dari  pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai  1

(satu)  orang  anak  bernama  Ainaya  Fathiaturahma  Sugai,  berumur  3

tahun;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

mulai bermasalah sejak 3 (tiga) tahun lalu;

- Bahwa  penyebab  dari  permasalahan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat adalah karena Tergugat suka cemburu dan Tergugat cemburu

dengan rekan kerja Penggugat;

- Bahwa Tergugat malas bekerja, karena menurut pengamatan saksi sejak

anak  Penggugat  dan  Tergugat  lahir  Tergugat  tidak  pernah  menafkahi

Penggugat dan anaknya, bahkan Penggugat selalu minta kepada saksi

untuk membeli susu;

- Bahwa  saksi  mengetahui  kebiasaan  Tergugat  yang  suka  main  judi

sejenis manyabung ayam;

- Bahwa pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata kasar terhadap

Penggugat di depan orang tua Penggugat dengan mengatakan “ambe jo

pa magdalena”;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu, namun kembali rukun

dan terakhir mereka berpisah tempat tinggal sejak tahun ini;

- Bahwa sekarang Penggugat  tinggal di Mess Karyawan PT. Target Jaya

sedangkan Tergugat tinggal di Gorontalo;

- Bahwa  dari  pihak  keluarga  tidak  ada  upaya  untuk  merukunkan

Penggugat dan Tergugat;

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  yang

menyatakan  tetap  pada  gugatannya  dan  tidak  akan  mengajukan  sesuatu

apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  ditunjuk  hal-ihwal

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang  perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut untuk menghadap sidang, tidak datang menghadap di persidangan tanpa

alasan yang sah menurut  hukum dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

menghadap  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  sedangkan  gugatan

Penggugat  tidak  melawan  hukum  dan  beralasan.  Oleh  karena  itu  Tergugat

harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  perkara  ini  dapat  diputus  dengan  tanpa

hadirnya  Tergugat  (verstek),  sesuai  Pasal  149  ayat  (1)  Rbg.  Hal  ini  sesuai

dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz

II  halaman 55  yang  diambil  alih  menjadi  pertimbangan  Majelis  Hakim yang

berbunyi :

لبينة                     با تة ثبا ا ز جا غيبة و ا ر ا تو و ا ز بتعز ز تعز ن فا

Artinya  :  “Apabila  Tergugat  enggan  ,  bersembunyi,  atau  dia  ghoib,  maka

perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)” 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat dilaksanakan

sebagaimana yang terkandung di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan,

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim terus

berusaha  menasehati  Penggugat  agar  bersabar  dan  menjalani  rumah

tangganya dengan Tergugat, tapi tetap saja usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  49  huruf  (a)  Undang  Undang

nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 perkara

ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari  posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan

yang menjadi alasan pokok Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah

karena sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
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perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena  sikap  dan  perilaku

Tergugat yang suka main judi, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita

lain, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak selama 1 tahun,

Tergugat  suka  berkata-kata  kasar  dan  mencaci  maki  Penggugat,  sehingga

akibat  dari  percekcokkan  tersebut  antara  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah

tempat  tinggal  sejak bulan Agustus  2019,  saatmana Tergugat  mengucapkan

talak tiga kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum

Islam,  maka  yang  pertama-tama  harus  dipertimbangkan  adalah  hubungan

hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa untuk  membuktikan hal  tersebut  Penggugat  telah

mengajukan  alat  bukti  P.  Berupa  fotokopi  buku  kutipan  akta  nikah  nomor

92/08/V/2015,  tertanggal  04  April  2016 yang  dikeluarkan  oleh  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, yang isinya menjelaskan

bahwasanya  telah  terjadi  pernikahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  pada

tanggal  14 Mei 2015, sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 285

R.Bg Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 jo Pasal

1  huruf  (d)  dan  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia

Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat

formil dan materil suatu akta otekntik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti  P telah memenuhi syarat formil

dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan

mengikat,  dengan demikian harus dinyatakan terbukti  bahwa Penggugat dan

Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa

Penggugat memiliki legal standing  untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka

untuk  menemukan  kebenaran  gugatan  Penggugat,  Majelis  Hakim

membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya

sesuai  dengan  maksud  dari  Pasal  283  Rbg  yang  berbunyi  barang  siapa

mengaku  mempunyai  suatu  hak  atau  membantah  hak  orang  lain,  haruslah

membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu; 
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Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya

Penggugat telah mengajukan bukti  saksi  sebanyak dua orang yang masing-

masing  bernama  Rosdiana  Basri dan  Olivia  Mariana  Age Majelis  Hakim

berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan

formil  karena  masing-masing  telah  hadir,  dalam  hal  ini  secara  pribadi  (in

person),  di  depan  persidangan  telah  memberikan  keterangan  dibawah

sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya

dan  isi  keterangan  kedua  saksi  tersebut  mendukung  dalil-dalil  gugatan

Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil  dan

materil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172, 175, 308 ayat

(1) dan 309  R.Bg jo. 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang

Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan

kedua  saksi  tersebut  dapat  diterima  untuk  didengar  keterangannya  dan

dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya perselisihan dan pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan hubungan keduanya tidak

harmonis  lagi,  terbukti  bahwa kedua orang  saksi  yang  merupakan  keluarga

terdekat  Penggugat  yakni  kakak  kandung  dan  adik  kandung  Penggugat

mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang terdapat pada posita nomor

4  (empat)  dalam  surat  gugatan  Penggugat,  kedua  saksi  sama-sama

mengetahui  permasalahan yang terjadi  dalam rumah tangga Penggugat  dan

Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Penggugat

tersebut sebagian pengetahuannya berdasarkan informasi dari Penggugat dan

sebagiannya  lagi  berdasarkan  pengetahuan  langsung,  namun  kedua  saksi-

saksi  sama-sama  mengetahui  bahwasanya  antara  Penggugat  dan  Tergugat

telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Penggugat tidak  dapat  membuktikan

seluruh dalil  gugatannya,  namun oleh karena alasan atau dalil-dalil  gugatan

Penggugat bukan bersifat  kumulatif  yang  harus  terbukti  secara  keseluruhan

tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga
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Penggugat  dan  Tergugat merupakan  suatu  akibat  hukum  yang  mempunyai

kekuatan  hukum  sebagai  dalil  pembuktian,  sehingga  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa  pertengkaran  dalam  rumah  tangga  Penggugat dan

Tergugat lebih  pada  pertengkaran  psikis  yang  pada  akhirnya  merusak

keharmonisan  hubungan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat (vide

yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat  dan dihubungkan

dengan  alat  bukti  serta  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  diatas,  maka

Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri  sah  yang

menikah sejak tahun 2016;

 Bahwa  dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yakni sering main judi dan

berkata kasar kepada Penggugat;

 Bahwa akibat  dari  perselisihan tersebut  antara  Penggugat  dan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal sejak  bulan Agustus 2019 hingga sekarang

sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat  bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah

pecah  sedemikian  rupa  sehingga  tujuan  perkawinan  untuk  membentuk

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha  Esa  (vide  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974)  dan  atau

keluarga   yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah  (vide  pasal  3  Kompilasi

Hukum  Islam)  tidak  dapat  terwujud  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  secara  maksimal

dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menjalani rumah

tangganya  dengan  Tergugat  namun  tidak  berhasil,  sehingga  Majelis  Hakim
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berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan

dapat  rukun  kembali  dalam  membina  sebuah  rumah  tangga  yang  sakinah

mawaddah warrahmah;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  bisa  di  pertahankan  karena  tujuan

perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah

tidak  ditemukan  lagi  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,

sebagaimana  yang  tercantum dalam firma Allah  SWT QS.  Ar-Rum ayat  21

sebagai berikut:

Artinya  :”Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaann-Nya  ialah  dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

dan  sayang,  sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hokum  diatas,  Majelis

Hakim berpendapat  bahwa rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  tidak

sepantasnya untuk dipertahankan, karena mudharatnya lebih besar dari pada

kemaslahatannya,  sehingga  harus  dihindari  sesuai  dengan  kaidah  fighiyah

yang  artinya  berbunyi  :  “Menolak  kerusakan  lebih  diutamakan  dari  pada

menarik  kemaslahahatan,  dan  apabila  berlawanan  antara  mafsadah  dan

maslahah, didahulukan menolak yang mafsadah” ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  di  dalam  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat telah mengalami kehancuran dan sudah sukar untuk

disatukan  kembali  dalam  sebuah  rumah  tangga  yang  utuh  karena  masing-

masing dengan keinginannya sendiri, maka telah terbukti gugatan Penggugat
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beralasan hukum, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2)

Undang  Undang  Nomor  1  tahun  1974  jo Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo Pasal  116  huruf  (a)  dan  (f)  Kompilasi

Hukum  Islam,  maka  gugatan  Penggugat  yang  pada  petitumnya  mohon

dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

di  atas,  dan berdasarkan ketentuan Pasal  119 ayat  (2)  huruf  (C)  Kompilasi

Hukum Islam,  maka  Majelis  Hakim dapat  mengabulkan  gugatan  Penggugat

dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI

Nomor  7  Tahun 1989 Tentang Peradilan  Agama,  yang telah  diubah dengan

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-

Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  pasal-pasal  pada  Undang  Undang  Nomor  48  Tahun

2009 tentang kekuasaan kehakiman,  Undang Undang Nomor  7  tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50

Tahun 2009  dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syara’

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Oslan Sugai bin Masrun

Sugai)   terhadap Penggugat (Magdalena Age binti Welem Age);

4. Membebankan  kepada  Penggugat untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 12 dari 14.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Bitung, pada hari Selasa tanggal 17

Desember 2019  Masehi.  bertepatan  dengan  tanggal  20  Rabiul  Akhir  1441

Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung yang

terdiri  dari  Nurafni  Anom,  S.HI sebagai  Ketua  Majelis  serta  Hizbuddin

Maddatuang,  S.H.,  M.H  dan  Asmawati  Sarib,  S.Ag. sebagai  hakim-hakim

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Jane, SH.

sebagai  Panitera  Pengganti  dan  dihadiri  oleh  Penggugat tanpa  hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota I,      Ketua Majelis,

Asmawati Sarib, S.Ag. Nurafni Anom, S.HI.

Hakim Anggota II,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H

   Panitera Pengganti,

Jane, SH

Rincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp   30.000,00
2. Biaya Proses : Rp   60.000,00
3. Biaya Panggilan        : Rp 515.000,00

Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 13 dari 14.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp   20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp   10.000,00
6  . Biaya Meterai                    : Rp     6.000,00  
   Jumlah                             Rp 641.000,00 

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 14 dari 14.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


